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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

  Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan wawancara yang telah dilakukan 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5. Keterkaitan antara asas equality before the law dengan prosedur beracara 

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial memiliki keterkaitan dengan asas equality 

before the law, dimana menurut Albert Venn Dicey, salah satu dasar pikir 

utama asas equality before the law adalah hukum itu harus steril dari 

kepentingan sehingga harus objektif dan tidak boleh memihak,100 yang 

berarti para pihak memiliki kesetaraan dihadapan hukum dan pemerintahan. 

Keterkaitan antara asas equality before the law dengan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial terlihat didalam beberapa pasal Undang – 

undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial diantaranya Pasal 3 – 5 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Pasal 57 tentang hukum acara yang digunakan dalam 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 65 ayat (1) tentang 

Sumpah Hakim, dan Pasal 100 tentang Pengambilan Putusan. Pasal – pasal 

tersebut dianggap memiliki keterkaitan dengan asas equality before the law 

                                                             
100Albert Venn Dicey, 1915, Introduction to the Study of the Law of the Contitution, London Mcmilian, 
hlm. 110-115   
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karena dalam pelaksanaan beracara di pengadilan, Hakim memiliki 

kewajiban untuk mengutamakan persamaan pihak dihadapan hukum dan 

harus objektif dalam pengambilan keputusan secara adil sesuai dengan asas 

equality before the law. 

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya asas equality before the law sudah 

diterapkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun keberadaan asas ini 

belum diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh. Hal 

tersebut karena pihak pengusaha dan buruh yang secara sosiologis seringkali 

tidak seimbang di pengadilan.  

Asas equality before the law juga berarti para pihak setara dalam hukum 

dan pemerintahan, hal ini terwujud dalam alternatif penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang disebutkan dalam Undang – Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial yang berarti para pihak setara dalam hal memilih proses 

penyelesaian sengketa baik untuk memilih Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial atau memilih Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa. Dalam hal ini asas equalty before the law menjadi salah satu asas 

yang menjadi dasar dipertahankannya Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial karena apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial 

dihapuskan, maka kebebasan para pihak dalam memilih proses penyelesaian 

sengketa menjadi tidak ada dan terbatas oleh apa yang disebutkan dalam 

undang - undang. 

 

6. Penghapusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan 

Fungsi dan Tujuannya serta Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
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Dalam praktik, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dirasa 

kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari aspek sosiologis 

dan yuridis dari keberadaan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial itu 

sendiri. Dari segi sosiologis, ketidakefektifan tersebut dapat terlihat dari 

keterbatasan buruh dalam melakukan proses beracara di pengadilan, 

keterbatasan biaya yang dimiliki oleh buruh untuk membayar pengacara. 

Sementara ketidakefektifan dari segi yuridis terlihat dari hukum acara yang 

digunakan dalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial adalah 

Hukum Acara Perdata yang mengakibatkan apabila perkara yang diajukan 

termasuk kedalam perkara multi aspek yaitu antara Hukum Perdata, Hukum 

Pidana, dan Hukum Administrasi akan sulit diselesaikan apabila hanya 

menggunakan Hukum Acara Perdata. 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pilihan kepada para pihak 

dalam menyelesaikan perselisihan dalam hal ini melalui penyelesaian 

alternatif di luar pengadilan (Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) dan melalui 

pengadilan hubungan industrial. Pengaturan mengenai Arbitrase dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Pasal 29 – 54 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Keberadaan Arbitrase dimaksudkan untuk 

memberikan pilihan kepada para pihak apabila penyelesaian sengketa dirasa 

kurang efektif, namun hingga saat ini keberadaan Arbitrase dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum pernah dipakai, dan 

belum ada aturan terkait biaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui Arbitrase. 

Terkait dengan keinginan penghapusan Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial yang diinginkan oleh KSPI dan KSPSI, pada 

prinsipnya Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat dihapuskan, karena 
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Pengadilan Hubungan Industrial bertujuan sebagai lembaga yang dapat 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ketika proses penyelesaian 

secara bipartit antara buruh dan pengusaha tidak mendapatkan 

penyelesaian. Pada praktiknya, pengadilan hubungan industrial tetap 

diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial namun 

diperlukan perbaikan dalam proses beracaranya dan merubah hukum acara 

yang akan dipergunakan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, 

sehingga tidak terpaku pada Hukum Acara Perdata.  Perubahan Hukum 

Acara ini diperlukan ketika terdapat sengeta yang multi aspek yang akan 

mengakibatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak efektif 

diselesaikan menggunakan Hukum Acara Perdata. 

 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki 

beberapa saran terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, diantaranya: 

1. Terkait dengan keterbatasan buruh dalam beracara di pengadilan, maka 

penulis menyarankan agar Serikat Pekerja memberikan pelatihan dan 

pendidikan di bidang hukum sehingga buruh memiliki kemampuan lebih 

dalam beracara di pengadilan. Selain itu, Serikat Pekerja dirasa perlu memiliki 

Tim Advokasi untuk memberikan bantuan hukum yaitu mewakili buruh dalam 

beracara di pengadilan. Apabila Serikat Pekerja telah memiliki Tim Advokasi, 

maka disarankan supaya Tim Advokasi dapat melakukan tugasnya secara lebih 

efektif dalam membela buruh di pengadilan. 

 

2. Membuat peraturan mengenai biaya dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui Arbitrase, sehingga Arbitrase dapat digunakan 

sebagai alternatif oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan 
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industrial untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara adil, cepat, dan 

biaya ringan dimana biaya arbitrase disesuaikan dengan biaya dalam 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yaitu tidak dikenakan biaya 

termasuk biaya eksekusi terhadap perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp. 

150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). 

 

3. Terkait Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial, penulis menyarankan supaya Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial tetap dipertahankan untuk menjamin kesetaraan para 

pihak sesuai asas equality before the law, namun diperlukan perbaikan dalam 

Hukum Acara yang berlaku dalam hal ini adalah Hukum Acara Hubungan 

Industrial yang mandiri, sehingga terhadap perkara – perkara diluar hubungan 

industrial seperti pidana dan administrasi dapat diselesaikan secara efektif 

melalui Pegadilan Perselisihan Hubungan Industrial. 

 

4. Untuk Serikat Pekerja, penulis menyarankan agar upaya penghapusan yang 

dilakukan oleh serikat pekerja bertujuan untuk kesejahteraan buruh bukan 

merupakan kepentingan lain, sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat 

memberikan kesejahteraan bagi buruh. 
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